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Full Day School, Jangan Mengekang! 



Oleh: Abidin Khusaeni 

Mahasiswa Pascasarjana Manajemen 
Pendidikan UNJ 


MENTERI pendidikan dan ke¬ 
budayaan (mendikbud) Muhadjir 
Effendy tempo lalu mewacanakan 
kebijakan full-day school (FDS) 
untuk level sekolah dasar SD 
dan SMP negeri maupun swasta. 
Menurut mendikbud, tujuan FDS 
adalah membuat anak memiliki 
kegiatan di sekolah dibandingkan 
berada sendirian di rumah ketika 
orang tua mereka masih bekerja 
(cnnindonesia, 8/8). Kemudian 
sejumlah perdebatan muncul 
baik di social media, baik pro 
maupun kontra menyatakan 
dengan argumentasinya masing- 
masing. Namun di waktu yang 
lalu masyarakat terlalu terge¬ 
sa-gesa menanggapi kebijakan 
tersebut. Memang konsep FDS 
tersebut terinspirasi dari seko¬ 
lah swasta yang sukses dilaku¬ 
kan dalam membentuk karakter 
siswanya. Terlebih bagi keluarga 
yang tergolong miskin tidak dapat 
mengakses pendidikan semacam 
ini di sekolah swasta. Karena 
pastinya dibutuhkan cost mahal 
untuk menyekolahkan anak- 
anak mereka di sekolah swasta 
tersebut. Niat baik ini yang ingin 
dibangun oleh kemendikbud 
untuk pendidikan Indonesia. Se¬ 
hingga kebijakan ini diberharap- 
kan bisa diterapkan di sekolah 
negeri maupun swasta lainnya 
di seluruh indonesia. Gagasan 
mendikbud untuk memben¬ 
tuk siswa berkarakter tentunya 
patut kita dukung sebagai upaya 
peningkatan kualitas pendidikan 


Indonesia. Kemendikbud selaku 
penggagas harus memiliki argu¬ 
men kuat untuk menjawab per¬ 
tanyaan-pertanyaan masyarakat, 
jangan sampai gagasan yang 
diluncurkan hanya mengikuti 
trend semata tanpa ada study 
mendalam. Memang resiko orang 
tua bekerja adalah kesulitan me¬ 
ngontrol dan mengawasi anak. 
Sejumlah peristiwa criminal se¬ 
perti penculikan, pelecehan, dan 
kekerasan seksual yang disertai 
pembunuhan. Itu semua adalah 
sederet kasus karena kurangya 
pengawasan dan perhatian orang 
tua kepada anak. Hal ini menjadi¬ 
kan orang tua cenderung memilih 
menyekolahkan anak mereka ke 
sekolak swasta yang menerapkan 
FDS. Seharian di sekolah dengan 
pengawasan guru yang terlatih 
dan professional tentu lebih 
baik dibanding membiarkan 
anak sepulang sekolah sendiri 
di rumah atau bergaul tanpa 
pengawasan. 

FDS, Apakah siap? 

Full-day school harus jelas 
dalam pelaksanaannya, hal ini 
terkait langsung dengan sekolah 
selaku implementator. Untuk itu, 
hubungan antara sekolah dan 
orang tua murid harus selaras ter¬ 
lebih dahulu harmonis, dengan 
ditunjukan adanya kesepaka¬ 
tan diantara keduanya. Jangan 
sampai orang tua (masyarakat) 
menganggap konsep FDS adalah 
konsep sekolah sebagai tempat 
penitipan anak. Ini jelas me- 
rubah makna dasar dari FDS yak¬ 
ni menanamkan karakter kepada 
siswa. Penerapan FDS setidaknya 
membutuhkan fasilitas dan guru 
yang mempuni (terlatih dan 
professional). Bila kedua hal ini 
belum tersedia, maka kemendik¬ 
bud jangan sekali-kali bermimpi 
konsep ini akan berhasil. Malah 
kebijakan ini akan membebani 
sekolah dan pada pelaksanaanya 
akan menimbulkan permasala¬ 
han baru bagi sekolah tersebut. 
Jika fasiltas tidak mendukung 
maka penerapaan kebijakan ini 
akan terlihat stagnan dan mem¬ 
bosankan seharian di sekolah. 
Bisa dibayangkan jika para siswa 


belajar seharian di sekolah na¬ 
mun sekolah tidak mempunyai 
fasilitas yang layak penunjang 
belajar yang menyenangkan, 
hanya masuk kelas dan belajar 
secara monoton. Hal ini justru 
akan mengganggu psikologis 
anak, anak akan merasa ter¬ 
tekan dan terkukung keadaan 
karena tak ada yang menarik di 
sekolah. Selain itu, konsep FDS 
ini juga sangat membutuhkan 
guru yang mempuni, yang dapat 
menjalankan kebijakan ini de¬ 
ngan baik dan membuat suasana 
menjadi menyenangkan tentu¬ 
nya. Jangan sampai dengan jum¬ 
lah jam kerja yang bertambah 
menjadikan guru malah stress 
dengan pekerjaan dan tidak tahu 
harus bagaimana menangani 
para siswa. Guru sebagai tenaga 
pelaksana dalam pendidikan wa¬ 
jib memiliki keterampilan dalam 
mengelola waktu dan situasi agar 
pembelajaran di sekolah berjalan 
secara menyenangkan. Maka 
bagi pemerintah (kemendikbud) 
sudah selayaknya sebelum kon¬ 
sep FDS ini digulirkan perlu di- 
adakanya pelatihan atau kursus 
kepada para guru. Tapi, Nyatanya 
kemendikbud masih mengabai¬ 
kan kualitas guru untuk men¬ 
jalankan FDS ini (okezone, 16/8) 
Kalau itu diabaikan, konsep ini 
hanya akan menjadi masalah 
baru dalam pendidikan. Lalu, 
Kemendikbud juga seharus¬ 
nya mempertimbangkan secara 
matang dari sudut pandang 
siswanya. Kita tentunya tidak 
mengharapkan bahwa konsep 
FDS yang diusung ini mereng¬ 
gut waktu anak bermain. Saat 
anak bermain merupakan upaya 
anak dalam mengeksplorasi dan 
mengimajinasikan banyak hal 
tentang dunia. Sebagai contoh 
anak bermain boneka, masak - 
masakan, perang-perangan. 
Semua itu adalah upaya anak 
dalam mengeksplorasi dan 
mengimajinasikan dunia yang 
dimanifestasikan dalam bentuk 
permainan, melalui permainan 
tersebut anak akan merasa da¬ 
pat menyalurkan hasrat dan 
potensi dalam dirinya. Tentunya 
pendidikan harus peduli semua 
itu sebagai upaya penghargaan 


pendidikan (sekolah) terhadap 
tumbuh kembang kecerdasan 
anak. Jika memang FDS dirasa 
memberikan dampak positif bagi 
keceradasan anak seperti ter- 
maktub dalam konstitusi bahwa 
tujuan pendidikan adalah upaya 
mencerdaskan kehidupan bang¬ 
sa. Maka, dengan senang hati 
masyarakat akan mendukung 
secara penuh. Namun, jika me¬ 
lihat fakta yang ada saat ini, se¬ 
pertinya belum ada upaya serius 
pemerintah untuk menjalankan 
konsep FDS ini baik dilihat dari 
fisik maupun mental. 


Pendidikan tidak boleh buta 
dari memperhatikan pentingnya 
relasi anak dengan lingkungan 
sekitar, maka alasan implemen¬ 
tasi FDS jangan bias dan terkesan 
ambigu. Apakah full-day school 
diterapkan hanya di lingkungan 
perkotaan? seperti Jakarta dan 
sekitarny, Atau apakah seluruh 
Nasional? Memang bahwa FDS 
ini sudah diterapakan dibanyak 
negara maju seperti Amerika dan 
jepang, hasilnya pun memberikan 
dampak positif bagi perkemba¬ 
ngan karakter anak. Sejarah FDS 
berawal di Amerika sekitar tahun 
1980-an, alasanya yakni karena 
orang tua tidak punya cukup wak¬ 
tu untuk mengawasi anak-anak 


mereka sepulang sekolah. Konsep 
ini muncul karena ada keresahan 
aktivitas perkotaan. Karena orang 
tua siswa sibuk bekerja maka 
anak-anak mereka diberikan jam 
lebih panjang untuk belajar di 
sekolah. Namun, itu di Amerika, 
bagaimana dengan Indonesia? 
tentu mudah sekali menjawab¬ 
nya, bahwa Indonesia adalah 
negara berkembang dimana se¬ 
tiap wilayah di Indonesia terdiri 
dari pedesaan. Tentunya tidak 
bisa digeneraliasi keberhasilan 
sebuah sistem yang sama akan 
sama berhasilnya jika diterapkan 
di wilayah yang berbeda.Indo- 
nesia memiliki kemajemukan, 
setiap wilayah mempunyai kultur 
dan karakter penduduknya yang 
berbeda. Boleh jadi sistem FDS 
berhasil di Amerika yang se¬ 
bagian wilayahnya sudah men¬ 
jadi kota metropolitan sehingga 
karakteristik penduduknya juga 
homogen. Namun, jika dite¬ 
rapkan di Indonesia maka akan 
berbenturan dengan segudang 
permasalahan kemajemukan 
tersebut; seperti social, budaya, 
demografi, tradisi yang siap 
menghadang dan berimplikasi 
langsung terhadap penerapan 
konsep FDS ini. Karena 
sebagian besar wilayah di 
Indonesia adalah pede¬ 
saan. Maka timbul per¬ 
tanyaan, apakah tepat 
jika FDS diterapkan di desa? 
Menurut hemat penulis jelas 
tidak tepat, dimana desa memi¬ 
liki corak kehidupan tersendiri, 
beda dengan keidupan perko¬ 
taan. Mungkin jika di perkotaan 
anak setelah pulang sekolah ke¬ 
banyakan dari mereka mengha¬ 
biskan waktu cenderung ke arah 
negative. Seperti bergerombol di 
jalan (nongkrong) yang berujung 
pada tawuran pelajar, balap liar, 
sex bebas, atau bahkan narkoba. 
Namun, jika bicara tentang desa 
jelas tidak bisa disamakan. Desa 
memiliki kekhasan tersendiri, 
dimana anak-anak adalah bagian 
dari keluarga dan kehidupan 
bermasyarakat. Secara tidak 
langsung anak di desa menge¬ 
jawantahkan nilai-nilai pendidi¬ 
kan dalam bermasyarakat dan 
berbakti kepada orang tua. Dari 


pengalaman penulis, anak di desa 
setelah pulang sekolah kemudian 
mereka membantu orang tua 
mencari pakan rumput untuk 
ternaknya, membantu ke sawah 
dan kebun untuk bercocok tanam 
untuk desa agraris. Untuk desa 
nelayan beda lagi, anak-anak 
terbiasa membantu membawa 
hasil laut dan ikut memperbaiki 
jala ikan. Itulah sederet aktivitas 
anak desa mereka sudah memiliki 
karakter tersendiri dalam kait- 
anya dengan implementasi nilai 
pendidikan yang mereka peroleh. 
Dengan kata lain anak desa sudah 
mempunyai karakter tersendiri. 
Selanjutnya anak desa itu suka 
bermain sebagai wahana mereka 
melepas stress belajar (sekolah). 
Melalui permainan, anak dapat 
belajar dan berinteraksi dengan 
teman-teman tetangga rumah, 
hal ini sangat penting untuk 
anak agar mereka tidak memiliki 
sifat anti-sosial seperti anak di 
perkotaan yang cenderung in¬ 
dividualis karena imbas social 
media. Tiap daerah mempunyai 
kekhasan masing-masing, tidak 
tepat saya kira jika FDS diter¬ 
apkan di wilayah-wilyah yang 
memiliki karakterisistik seperti 
kehidupan di desa. Kemendikbud 
harus melakukan studi yang men¬ 
dalam sebelum menggulirkan 
konsep ini. Jangan sampai pe¬ 
nerapan konsep FDS memberikan 
dampak positif di satu sisi namun 
menimbulkan dampak negatif di 
sisi lainnya. Masyarakat tentunya 
berharap konsep yang digulirkan 
pemerintah adalah konsep yang 
tepat guna, kita memahami kebi¬ 
jakan ini digagas karena ada niat 
baik pemerintah untuk membe¬ 
nahi pendidikan di Indonesia, 
namun perlu diperhatikan, dalam 
penerapan sebuah sistem yang 
paling penting adalah cara-cara 
pelaksaaannya. Dan yang perlu 
diperhatikan adalah jangan me¬ 
ngorbankan anak apalagi dengan 
merenggut masa-masa bermain 
anak. Karena di pundak mereka¬ 
lah harapan kebangkitan bangsa 
disematkan dan melalui mereka 
kita dapat mengubah wajah baru 
bangsa Indonesia ke depan. Ter¬ 
lebih dalam menyongsong dan 
bersaing di kancah global.n 



Sudah Berkarakter 


Indonesia Pasca IMF: Keluar dari Program, Masuk Post Program 


Oleh: Muhammad Ikbar Ishomi 

Mahasiswa UIN Jakarta 


TERJADINYA malaise atau 
kehancuran ekonomi pada masa 
depresi besar-besaran pada 
tahun 1930-an yang semakin 
memporak-porandakan pereko¬ 
nomian dunia sebagai akibat ter¬ 
jadi perang dunia 1, yang telah 
melumpuhkan segenap aktivitas 
di pasar-pasar finansial interna¬ 
sional dan meluncurkan volume 
perdagangan internasional pada 
titik yang paling rendah, selama 
sekian dasawarsa sebelum¬ 
nya. Sehingga sangatlah wajar 
apabila pada juli 1944, dimana 
pada saat itu juga perang dunia 
2 telah menunjukkan tanda- 
tanda kemenangan bagi sekutu, 
para wakil dari 45 negara ber¬ 
temu dalam konfrensi di Bret- 
ton words, Negara bagian new 
hampspire,AS, dengan maksud 
menyusun suatu kerangka ker- 
jasama ekonomi dan keuangan 
pasca perang dunia 2 melalui 
suatu lembaga pendanaan yang 
bersifat internasional. 

Dalam konfrensi yang telah 


didominasi dua pakar ekonomi 
dunia yaitu: John Maynard 
Keynes dari inggris dan DH 
white dari AS, akhirnya mem¬ 
peroleh kesepakatan untuk 
membentuk tiga lembaga utama 
dalam sistem pembayaran dan 
keunagan internasional,yaitu: 
IMF,bank dunia,dan system kurs 
valuta Bretton woods.ketiga 
lembaga tersebut merupakan 
lembaga yang mengelola sistem 
keuangan dan pembayaran 
internasional pertama yang di¬ 
setujui secara bersama-sama. 

Tujuan berdirinya IMF yaitu. 
Dalam status pendirian IMF, 
yang selanjutnya yang berfungsi 
sebagai lembaga pendanaan 
internasional, terdapat enam 
butir tujuan yang disetujui para 
peserta konfrensi, yakni sebagai 
berikut: (1); memajukan ker- 
jasama moneter internasional 
dengan jalan mendirikan lem¬ 
baga IMF; (2); memperluas per¬ 
dagangan dan investasi dunia 
(3); memajukan kurs valuta 
asing; (4); mengurangi dan mem¬ 
batasi praktek-praktek pem¬ 
batasan terhadap pembayaran 
internasional; (5); menyediakan 


dana yang dapat dipinjamkan 
dalam bentuk pinjaman jangka 
pendek, sampai dapat ditemu¬ 
kan bahwa deficit neraca pem¬ 
bayaran hanya dapat dibatasi 
dengan jalan menyesuaikan 
tingginya kurs devisa; (6); mem¬ 
perpendek dan memperkecil 
besarnya deficit atau surplus 
neraca pembayaran. 

Kemudian, pemerintah In¬ 
donesia akhirnya memutus¬ 
kan untuk tidak melanjutkan 
program bantuan untuk tidak 
melanjjutkan program ban¬ 
tuan ekonomi dari internasional 
dari international monetary 
fund(IMF) yang akan berakhir 
pada akhir 2003. Keputusan yang 
diambil pada akhir juli 2003 itu 
mengakhiri perdebatan panjang 
mengenai kelanjutan program 
tersebut, dengan demikian, IMF 
akan memonitor program refor¬ 
masi ekonomi Indonesia dalam 
pola post-program monitoring 
(PPM) mulai tahun 2004. Dengan 
menjalani tersebut, pemerintah 
dimungkinkan untuk mencicil 
pembayaran utangnya kepada 
IMF sebesar uss 9.2 miliar hingga 
2010. Alternatifnya, pemerintah 


bisa memilih tidak menjalani 
PPM. Konsekusesinya, pada 
akhir tahun pemerintah harus 
membayar sebesar uss 5.9 miliar 
untuk menurunkan stok utang¬ 
nya menjadi uss 2.8 miliar, sebe¬ 
sar kuota indonesia di IMF. 

Keputusan tersebut juga me¬ 
ngakhiri lima tahun periode 
love-hate relationship antara 
Indonesia dan IMF. Pada tahun 
1998,kedua belah pihak sepakat 
akan sebuah program bantuan 
ekonomi selama 4 tahun. Se¬ 
lama itu pula keberadaan IMF di 
Indonesia diwarnai oleh duku¬ 
ngan sekaligus kritik. Program 
bantuan tersebut seharusnya 
berakhir tahun 2002, tetapi 
pemerintah memperpanjang 
selama setahun. Meski sejumlah 
kalangan tetap berpendapat 
bahwa Indonesia masih mem¬ 
butuhkan keberadaan IMF, 
untuk satu tahun lagi, langkah 
demikian akan tidak popular 
secara politis. Kalau IMF diiba¬ 
ratkan seorang dokter, maka In¬ 
donesia adalah satu pasiennya. 
Sayangnya Indonesia yang sakit 
malaria itu, ternyata oleh dok¬ 
ter IMF doberi obat antihamil, 


sehingga penyakitnya tidak 
sembuh, tetapi justru malah 
tambah parah. Itu bisa dibuk¬ 
tikan dari beberapa resep yang 
diberikan IMF kepada peme¬ 
rintah Indonesia baik di masa 
soeharto, Habibie, Abdurrahman 
wahid, dan megawati. Ketidak¬ 
percayaan masyarakat tersebut, 
kemudian berlanjut dengan 
terjadinya rusuh yang sangat 
besar jumlahnya, sehingga me¬ 
ngakibatkan banyak bank, teru¬ 
tama bank-bank swasta menjadi 
goyah dan wajib menjadi pasien 
BPPN. Hampir semua sulit di¬ 
sembuhkan atau dipulihkan, 
kecuali adanya campur tangan 
pemerintah melalui rekapitulasi 
perbankan. 

Karena dengan ongkang-ong¬ 
kang saja, ia telah berhasil me¬ 
raup keuntungan besar sebesar 
67% dari uang yang ia dideposit- 
kan sebelum dipotong pajak. 
Karena hampir semua pemilik 
uang mendepositkan uang¬ 
nya di bank, maka perusahaan 
tidak berjalan, sehingga yang 
terjadi adalah meledaknya jum¬ 
lah penangguran, yang saat ini 
mencapai sekitar 40 juta orang. 


Selanjutnya, berbagai resep IMF, 
semakin tidak jelas arahnya bagi 
pemulihan ekonomi di Indo¬ 
nesia, bahkan Nampak sekali 
membabi buta, sehingga se¬ 
makin kentara sekali kedoknya, 
dalam upaya memiskinkan 
Indonesia. Karena itu dengan 
mengucapkan terima kasih ke¬ 
pada IMF yang telah "menjalin 
persahabatan" dengan Indo¬ 
nesia sejak 1997, kita berjuang 
untuk melepaskan keterikatan 
yang ada. Artinya Indonesia 
memutuskan kerjasama dengan 
IMF. Hal ini harus dilakukan 
demi masa depan Indonesia. 

Kalau kita memutuskan 
hubungan dengan IMF, pasti 
akan yang berpendapat bahwa 
Indonesia pasti tidak akan mam¬ 
pu memenuhi transaksi pemba¬ 
yaran, harga-harga akan naik 
dan sebagainya. Sebernarnya 
tidak apa-apa kita menderita 
dalam jangka pendek, tetapi 
kita harus bertekad bahwa kita 
menederita sukses mandiri 
di masa depan. Akhirnya, kita 
yakin, tanpa IMF ekonomi In¬ 
donesia bisa berjalan mencapai 
pemulihannya kembali.n 


Budaya HAM Solusi Keadilan 


Oleh: Sadikin Tamrin Tobona 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fak. 
FISIP Universitas Muhammadiyah 
Jakarta (UMJ) 


PASCA munculnya penyande¬ 
raan sejumlah warga negara 
Indonesia menjelaskan bahwa 
konflik yang terjadi pekan lalu, 
menunjukkan fakta hukum sebe¬ 
narnya yang termasuk pelang¬ 
garan hak asasi manusia human 
rights. Fakta hukum tersebut 
menunjukkan Indonesia seba¬ 
gai Negara hukum State of law 
masih belum mampu mengadili 
kejahatan-kejahatan berupa ke¬ 
manusiaan crimes ofhumanism 
maupun konflik di internalisasi, 
padahal jika diproses secara hu¬ 
kum kejahatan-kejahatan itu 
masuk ke ranah pidana interna¬ 
sional international crimes. 


Versi penegakan hukum di 
Indonesia kurang menjangkau 
relasi antar sesama aparat, se¬ 
hingga sikap profesionalisme 
aparat pun tak mampu melaku¬ 
kan pembebasan kepada korban 
yang tersandera. Oleh karena itu, 
relevansi penegakan hukumnya 
bisa membendung kecelakaan 
keadilan yang kian diperlakukan 
pendobrakan di tubuh HAM yang 
kemudian juga tak ada nilai-nilai 
kemanusiaan, keadilan yang ke- 
simpangsiur, wabil khusus prak- 
tik tindak kejahatan. 

Model Institusi 
Penegakan Hukum 

Indonesia yang mengalami 
krisis model budaya kemanu¬ 
siaan perlu kita tinjau dari se¬ 
mua lembaga penegakan hukum, 
mulai dari Kejaksaan, Polri, dan 


Peradilan Meliter. Ketiga-tiganya 
terlampau jauh memandang 
sikap kemanusiaan. Yang pada 
akhirnya, kejahatan pun semakin 
massif, penetapan hukum pun 
kurang subjektif kepada pelanggar 
hukumnya. Padahal dasar keadi¬ 
lan hukum dan kepastian hukum 
memerlukan hasil keputusan yang 
mau dijadikan bahan acuan serta 
dasar hukum yang jelas alias “te¬ 
lanjang tanpa baju” bagi segenap 
regenerasi hukum malah makin 
memperkeruh suasana. 

Berdasarkan UU No .26/2000, 
Pengadilan HAM merupakan 
pengadilan khusus yang berada 
dibawah peradilan umum, 9 dan 
merupakan lex specialis dari 
Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. Pengadilan ini dikatakan 
khusus karena dari segi pena¬ 
maan bentuk pengadilannya su¬ 
dah secara spesifik menggunakan 


istilah Pengadilan HAM 10 dan 
kewenangan pengadilan ini juga 
mengadili kejahatan-kejahatan 
tertentu, (sumber Pengadilan Pi¬ 
dana Internasional International 
Criminal Court). 

Pasal 2 Undang-undang HAM 
1999 Negara Republik Indonesia 
mengakui dan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar manusia sebagai yang se¬ 
cara kodrati melekat pada dan 
tidak terpisahkan diri manusia, 
yang harus dilindungi, dihormati, 
dan ditegakkan demi pening¬ 
katan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, dan kecerdasan 
serta keadilan. 

Seharusnya aparat hukum 
bersikap tegas dalam mena¬ 
ngani kasus-kasus yang menyiksa 
paradigma kemanusiaan, serta 
keadilan. Sebab langkah awal 
yang perlu ditempuh oleh kelem¬ 


bagaan hukum, mentuangkan 
mekanisme hukum yang betul- 
betul merajuk rekonsiliasi HAM 
(perdamaian internasional), dan 
demi vakumnya kasus eksternal 
maupun konflik internal. 

Mari Benahi Budaya 
Negara Hukum 

Setelah mentafsir ulang Un¬ 
dang-undang HAM 1999 nam¬ 
pak segalanya setelah melihat 
konflik, baik secara prosedural 
maupun kultural, yang tercatat 
dalam regulasi tersebut merupa¬ 
kan amanah dan tanggungjawab 
pemerintah selaku pemangku 
kebijakan dan yang memberi¬ 
kan arahan mulai dari menteri 
kabinet kerja, elemen dan badan- 
badan hukum. 

Urgensinya, kegagalan-ke¬ 
gagalan aparat hukum menjadi 


bahan renungan secara spesifik 
bagaimana pada tahap selan¬ 
jutnya kontribusi itu mampu 
memarjinalkan semua problem 
Negara sekalipun. Dalam artian, 
tetap sosialisasi kepada seluruh 
komponen masyarakat NKRI. 
Alhasil, sebelum munculnya 
kasus dan konflik bisa mencegah 
terlebih dahulu. 

Penulis sedikit memberikan 
solusi, Indonesia sudah kian la¬ 
manya berjuluk Negara hukum. 
Tentu tak seharusnya setiap 
kali muncul konflik maupun 
kejahatan, hal yang paling sulit 
bergemilang di tanah air kita 
memerlukan cara dan strategi 
efektif untuk mengamputasi 
tindakan kriminal. Jadi satu hal 
tersebutlah yang bisa membe¬ 
nahi model budaya HAM yang 
berpotensial serta tegaknya 
keadilan di republik ini.(*) 
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